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Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 
dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut: 
a. 	 Bentuk hubungan kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja kontrak 
didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam 
perjanjian kerja sebagai landasan adanya hubungan kerja diantara 
keduanya. 
Dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak 
ini membentuk sua1u hubungan keIja yang melahirkan hak dan 
kewajiban masing-masing pihak, dimana hak dan kewajiban tersebut 
salaing berseberangan kareana hak dari pengusaha merupakan 
kewajiban dari pekerja. Demikian juga sebaliknya hak pekerja 
merupakan kewajiban pengusaha. 
Dalam perjanjian kerja tersebut juga dicantumkan berapa besamya 
upah, jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tenaga keIja kontrak, 
jangka waktu yang harus ditempuh untuk menyelesaikan lpekerjaan 
serta prosedur pemutusan hubungan kerja yang diberlakukan, karena 
pemutusan hubungan kerja ini telah diperjanjikan daJam perjanjian 
kerja, yang mana cara berakhimya hubungan kerja ini merupakan 
berakhir demi hukum. 
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kerja ,yang mana cara berakhirnya hubungan kerja In! merupakan 
berakhir demi hukum. 
Selain itu juga diiperjanjikun untuk memilih suatu jalan damai dengan 
cara musyawarah untuk mufakat biJamana dikemudian had terjadi 
perselislhan antara kedua belah pihak. 
b. 	 Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan perburuhan yang harus 
diberikan pengusaha kepada setiap pekerjanya tidak terkecuali tenaga 
kerja kontm k. 
Jaminan sosial 1111 berupa pemberian upah yang layak yang bisa 
dipakai utttuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja beserta 
keluarganya, jaminan ini Illutlak harus diberikan oleh pengusaha. 
Disamping pemberian upah yang layak, yang tidak kalah pentingnya 
adalah jaminan sosial berupa perlindungan atas keselamatan kesehatan 
serta kesusilaan, pemeliharaan moril kelja serta perlakuan yang sesuai 
dengan martabat manusia dan moral agama. 
Untuk itu setiap pengusaha dengan kondisi tertentu diwajibkan 
mendaftarkan tenaga kerjanya, guna memberikan kepastian jaminan 
dan perlindungan terhadap resiko sosial ekonomi yang ditimbulkan 
kecelakaan kerja, cacad, sakit, han tua dan meninggal dunia. 
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2. 	 Saran 
a. 	 Semua peraturan perundang-undangan menjadi tidak berarti bila tidak ada 
kemauan dari masyarakat datam hal ini pekeIja untuk menegakkan 
peraturan yang dibuat terse but, oleh scbab itu kesadaran terhadap hukum 
dan perlunya dibuat hukum tentang ketcnagakerjaan perlu ditingkatkan, 
dengan cara mcmberi penyuluhan kepada para pekeIja mengenai 
kedudukan dan status hukum serta hak dan kcwajibannya, disamping itu 
diperJukan sanksi yang dipertegas dan ditegakkan sebagaimana mestinya 
bagi pengusaha yang melanggamya. 
b. 	 ldealnya suatu hubungan itu dalam kedudukan yang sama dan sederajat, 
, 
alangkah harmonisnya bila pengusaha menganggap pekerja itu sebagai 
rnitra sejajar hukan bawahannya, walaupun kadangkala dari segi ekonomi, 
pendidikall dan status sosial pengusaha lebih tinggi dibanding pekerjanya. 
Karena ada anggapan sebagai mitra scjajar, maka hubungan keIja tersebut 
diharapkan saling memberi keuntungan bagi keduanya tanpa ada paksaan 
dalam memenuhi prestasinya. 
